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PUTUSAN
Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FITRIYA NUR FATIMAH ALIAS FITRYA NUR FATIMAH BINTI USEP
SAEPUDIN, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung
Keramat RT.002 RW.010 Desa Ciherang Kecamatan
Karangtengah Kabupaten Cianjur, sebagai Penggugat;

melawan

PAISAL SAHRIL BIN EMAN SUNARTO, umur 34 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di
Gang H.Muhtar NO.280/198A RT.006 RW.003 Kelurahan
Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2023
telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada hari
itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11
Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1438 H.,

yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciranjang
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Kabupaten Cianjur, sesuai Kutipan/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
0731/080/X11/2016, tanggal 13 Desember 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di Gang H.Muhtar NO.280/198A RT.006 RW.003 Kelurahan
Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung;

3. Bahwa selama pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai dua orang anak,anak pertama yang bernama Fadlan Restu
Anggara yang berusia 5 tahun,anak kedua yang bernama Fajrina Chava
Aziya yang berusia 2 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak Bulan Desember 2019 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengakaran disebabkan:
Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari
dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi sejak Bulan November 2022 yang akibatnya antara
Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat, telah
meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu antara Penggugat dengan
Tergugat tidak pernah kumpul kembali yang sampai sekarang telah berjalan
selama 2 bulan;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rmmah tangga
bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada
pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit
untuk membentuk rumah tangga yang sakkinah, mawaddah, dan
warahmabh, serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa Penggugat termasuk dalam kategori keluarga miskin karena tidak
mempunyai pekerjaan tetap sesusai surat yang dikeluarkan dari kepala
Desa Ciherang Nomor 445.1/001/Ks tertanggal 06 Januari 2023,
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Penggugat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan
tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu Penggugat
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim agar
diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dan berkenan
memutuskan perkara sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Memberi lIzin kepada Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma
(Prodeo);

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (PAISAL SAHRIL BIN EMAN
SUNARTO) terhadap Penggugat (FITRIYA NUR FATIMAH ALIAS FITRYA
NUR FATIMAH BINTIUSEP SAEPUDIN);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap
sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat
Panggilan (relaas) Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Cjr tertanggal 13 Januari 2023
dan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Cjr tertanggal 24 Januari 2023 yang dibacakan
di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pemah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam
persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Katu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK
3203074907910005 , yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten
Cianjur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata cocok (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0731/080/X11/2016, yang dikeluarkan
oleh Kepala KUA Ciranjang Kabupaten Cianjur tertanggal 11 Desember
2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya
dan ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukt
dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. Usep Saepudin bin Sento, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Karamat Rt/Rw 02/10
Desa Ciherang Kecamatan Kartangtengah Kabupaten Cianjur., setelah
mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

— Bahwa sebagai Ayah Kandung Penggugat, saksi mengetahui
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya
tinggal bersama di Gang H.Muhtar NO.280/198A RT.006 RW.003
Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung
dan telah dikaruniai dua orang anak,anak pertama yang bemama
Fadlan Restu Anggara yang berusia 5 tahun,anak kedua yang bemama
Fajrina Chava Aziya yang berusia 2 tahun;
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— Bahwa sejak Bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan
Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang
bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-har dan Tergugat
sering berkata kasar terhadap Penggugat;

— Bahwa sejak Bulan November 2022 antara Penggugat dengan
Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan
kediaman bersama;

— Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut,
keduanya tidak pernah kumpul kembali;

— Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi
tidak berhasil

2. Yayan Yani binti Eem Sulaeman, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan lbu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung

Karamat Rt/Rw 02/10 Desa Ciherang Kecamatan Kartangtengah

Kabupaten Cianjur., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat
dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal
bersama di Gang H.Muhtar NO.280/198A RT.006 RW.003 Kelurahan
Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dan telah
dikaruniai dua orang anak,anak pertama yang bernama Fadlan Restu
Anggara yang berusia 5 tahun,anak kedua yang bernama Fajrina
Chava Aziya yang berusia 2 tahun;

— Bahwa sejak Bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan
Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang
bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan Tergugat
sering berkata kasar terhadap Penggugat;

— Bahwa sejak Bulan November 2022 antara Penggugat dengan
Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan
kediaman bersama;

— Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut,

keduanya tidak pernah kumpul kembali;
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— Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi
tidak berhasil
Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan
mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin
bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Suci;
Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya
telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk
mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut

yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan
berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur,
maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang
Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat
(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah
dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat
diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat
dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Ciranjang
Kabupaten Cianjur, sebagaimana bukti P.2 dan rmumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan
kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara

sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan
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gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadimya Tergugat (verstek)
sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

3 VL ss g (b bl p8 e (ST ) o0 e
Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an Il :
405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud
pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 tahun 2016 tidak
dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat
dengan alasan sejak Bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari

Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan sejak Bulan
November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal,
Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 2
bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan
dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan,
maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum
serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim
membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi

karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
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dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah

memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Perturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar
keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah
pihak yang berperkara, sehingga telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan
didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak
Bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung
jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari

Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan sejak Bulan
November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal,
Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan
kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya,
maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah
memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal
170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan
telah terbukiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka
dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai
berikut:

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 11 Desember 2016 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan KUA Ciranjang Kabupaten Cianjur;

— Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah
hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai dua orang
anak,anak pertama yang bernama Fadlan Restu Anggara yang berusia 5
tahun,anak kedua yang bernama Fajrina Chava Aziya yang berusia 2

tahun;
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— Bahwa sejak Bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab
mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan Tergugat sering berkata kasar
terhadap Penggugat;

— Bahwa sejak Bulan November 2022, antara Penggugat dengan Tergugat
telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman
bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 bulan dan sejak itu keduanya tidak
pernah rukun kembali;

— Bahwa pihak keluarga telah bermusyawarah untuk mendamaikan kedua
belah pihak agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 11 Desember 2016 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan KUA Ciranjang Kabupaten Cianjur, dalam keadaan Ba'da
dukhul;

— Bahwa sejak Bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab
mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan Tergugat sering berkata kasar
terhadap Penggugat dan sejak Bulan November 2022, antara Penggugat
dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi
meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 bulan
dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah
pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara

Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 bulan dan sejak itu

keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup
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dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah,
sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya
mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan
tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka
perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini
lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat
menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum

ibarat dari kitab Fighus Sunnah Juz I, halaman 290 yang berbunyi:

WL alb b L wa o
Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti
dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah
tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan

talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz Il, halaman 81 yang berbunyi:

b Ul ade gl Loz amgill 22 oo bl 3]

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka
hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi

dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak

ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan
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Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut, oleh
arenanya gugatan cerai Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119
ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis
Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba’in Sughro Tergugat kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat dalam
permohonannya telah mengajukan untuk berperkara secara cuma-cuma dan
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cianjur Nomor
195/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 09 Januari 2023, maka biaya perkara
dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cianjur Tahun
Anggaran 2023;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam  dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (PAISAL SAHRIL BIN EMAN
SUNARTO) terhadap Penggugat (FITRIYA NUR FATIMAH ALIAS FITRYA
NUR FATIMAH BINTI USEP SAEPUDIN);

4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cianjur
tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 07 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab
1444 Hijriah, oleh Rifgi Muhammad Khairuman, S.Sy. sebagai Ketua Majelis,
Mumu Mumin Muktasidin, S.H.l. dan Abdul Gani Syafi, S.H.l., M.H.,
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masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Alwi, S.H sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Rifgi Muhammad Khairuman, S.Sy.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. Abdul Gani Syafii, S.H.1., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Alwi, S.H
Perincian biaya :
1. PNBP :Rp 0,00
2. Proses :Rp 0,00
3. Panggilan :Rp 0,00
6. Meterai :Rp 0,00
Jumlah :Rp 0,00 (Nihil)
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